ABSTRAK

PERADILAN IN ABSENTIA DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG

Pengaturan peradilan in absentia pada Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Jo. Undang-
undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan
pengecualian dari prinsip pemeriksaan dalam KUHAP yang mengharuskan hadirnya
terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan. Pada Undang-undang Tindak Pidana
Pencucian Uang telah menyebutkan adanya pengecualian hukum acara pidana yang
menyimpang dari ketentuan KUHAP sebagai ketentuan umumnya. Pengaturan peradilan
in absentia pada Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dimaksudkan untuk
memudahkan aparat penegak hukum untuk mengeksekusi asset/ harta kekayaan pelaku
tindak pidana pencucian uang karena pada dasarnya penegakan hukum tindak pidana
pencucian uang lebih difokuskan untuk mengejar harta kekayaan pelaku yang berkaitan
dengan tindak pidana pencucian uang (follow the money).

Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan yang dijatuhkan secara in absentia pada
tindak pidana pencucian uang adalah terkait dengan pelaksanaan putusan yang
menyangkut pelaku dan harta kekayaan hasil tindak pidana. Pelaksanaan putusan
pengadilan yang berkaitan dengan masalah pelaku tindak pidana pencucian uang yang
diketahui berada di luar yurisdiksi wilayah Indonesia, maka instrumen hukum yang dapat
digunakan adalah dengan mengajukan permohonan ekstradisi. Sedangkan menyangkut
masalah harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan suatu

gugatan perdata dalam rangka pengembalian aset (asset recovery) melalui kerjasama



internasional yang berbentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana (Mutual Legal
Assistance in Criminal Matters) dalam hal aset berada di luar yurisdiksi wilayah

Indonesia.



